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GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

bahwa untuk mengendalikan dan mengawasi kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan didalam
mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah, serta untuk
melaksanakan ketentuan Lampiran I angka 57 Instruksi
Presiden Nomor 7 Tahun 2015, maka perlu menetapkan
Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Konfirmasi
Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik
Tertentu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan;

: 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah  beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);



MENETAPKAN

10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 281);
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1
Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor
1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 251);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor 256) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8
Tahun 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 296);
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293);
Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12
Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada
Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2013 Nomor 12);

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 99
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan
Daerah  Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG KONFIRMASI
STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN
PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

el

10.

11

Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan wurusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut
Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan
dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha
tetap.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, yang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan daerah.
Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya
disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh
Perangkat Daerah sebelum memberikan layanan publik
tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib
Pajak Daerah.

Keterangan Status Wajib Pajak Daerah yang
selanjutnya disingkat KSWPD adalah informasi yang
diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah dalam rangka
pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas
layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.

. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan

oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Gubernur ini adalah pedoman dalam
pelayanan KSWP dalam lingkup Pemerintah Daerah.

(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan
kepatuhan Wajib Pajak dan meningkatkan penerimaan
Pajak Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a. KSWP;

b. Jenis Pelayanan Publik Tertentu yang Memerlukan
KSWP;

c. Tatacara Pelaksanaan KSWP;

d. KSWPD; dan

e. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV
KSWP

Pasal 4

(1) Perangkat Daerah  melakukan KSWP  sebelum
menerbitkan  Surat  Izin, Rekomendasi, Surat
Keterangan dan sejenisnya.

(2) Setiap permohonan Surat Izin, Rekomendasi, Surat
Keterangan dan sejenisnya yang dikeluarkan oleh
Perangkat Daerah wajib melampirkan KSWPD.

(3) KSWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikeluarkan oleh Bapenda.

BAB V
JENIS PELAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG
MEMERLUKAN KSWP

Pasal 5

Jenis Layanan Publik Tertentu yang memerlukan KSWP
meliputi:

a. Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum Dalam Trayek;

b. Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum Tidak Dalam
Trayek;

Kartu Pengawasan;

Izin Usaha Pertambangan;

Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan;

Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah;

Izin Pemanfaatan Hutan;

Izin Usaha Perikanan;

Izin Lingkungan;

el o N S O I N e
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Izin Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

Izin Penelitian; dan/atau

Izin, sertifikasi, rekomendasi dan sejenisnya yang
dikeluarkan oleh Perangkat Daerah.

BAB VI
TATACARA PELAKSANAAN KSWP

Pasal 6

Untuk memudahkan pelaksanaan KSWP, Bapenda
melakukan integrasi data sistem (host to host) dengan
Perangkat Daerah yang melakukan Layanan Publik
Tertentu.

Dalam hal integrasi data sistem (host to host)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan,
KSWP dilakukan secara elektronik dan Perangkat
Daerah yang memberikan pelayanan publik dapat
mencetak KSWPD secara mandiri.

Dalam hal integrasi data sistem (host to host)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan,
KSWPD dikeluarkan oleh Bapenda secara manual.
KSWPD yang dikeluarkan oleh Bapenda dibuat
berdasarkan format yang tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.

BAB V
KSWPD

Pasal 7

KSWPD diberikan kepada Badan maupun orang
pribadi yang tidak memiliki tunggakan Pajak Daerah.
Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

a. Pajak Kendaraan Bermotor;

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

c. Pajak Air Permukaan;

d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; dan

e. Pajak Rokok.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Gubernur melalui Bapenda dan Perangkat Daerah terkait
melakukan pembinaan dan pengawasan menyangkut KSWP
dalam pemberian Layanan Publik Tertentu.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

(1) Penerapan KSWP pada jenis pelayanan publik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan secara
bertahap.

(2) Pelaksanaan awal dimulai pada Bulan Juli Tahun 2019
dan pada Tahun 2020 semua pelayanan publik yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah telah
menerapkan KSWP.

(3) Sebelum penerapan KSWP secara efektif, Perangkat
Daerah  terkait —melakukan  sosialisasi kepada
masyarakat.

(4) Tahapan pelaksanaan KSWP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 10
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Gubernur ini  dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 22 Mei 2019

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

rof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M. Agr

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 22 Mei 2019

Pj. SEI}RETARIS DfRAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,
,/} ‘ “.‘ /0 o

g

 “eeang A

Dr. H. ASHARI FAKHSIRIE RADJAMILO, M.Si

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 21 NOMOR 2019



LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI
SELATAN

NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM
PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH
J1. AP. Pettarani No. 1 Telp. 873209 - 872164 Fax. (0411) 854010
MAKASSAR -90221

KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK DAERAH (KSWPD)
NOMOR

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan
Alamat

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan dibawah ini:

Nama
NPWPD
Pekerjaan
Alamat

telah/belum* memenuhi kewajiban perpajakan pada Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

a.n. KEPALA BADAN
UPT PENDAPATAN WILAYAH ........

Keterangan:
*coret yang tidak perlu

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M. Agr




LAMPIRAN II
PERATURAN
SELATAN

GUBERNUR

NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

SULAWESI

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM
PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU
PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN

DI LINGKUNGAN

TAHAPAN PELAKSANAAN KSWP DALAM PELAYANAN PUBLIK
DALAM LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO JENIS LAYANAN PUBLIK PEMBERLAKUAN KET
KSWP

1. | Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum 1 Juli 2019
Dalam Trayek

2. | Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum 1 Juli 2019
Tidak Dalam Trayek

3. | Kartu Pengawasan 1 Juli 2019

4. | Izin Usaha Pertambangan 1 November 2019

5. | Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air 1 November 2019
Permukaan

6. |Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air 1 November 2019
Tanabh;

7. |Izin Pemanfaatan Hutan 1 Desember 2019

8. | Izin Usaha Perikanan 1 Desember 2019

9. |lzin Lingkungan; 1 Desember 2020

10. | Izin Limbah Bahan Berbahaya dan 1 Desember 2020
Beracun;

11. | Izin Penelitian 1 Desember 2020

12. | Izin, rekomendasi dan sejenisnya yang 1 Desember 2020

dikeluarkan oleh Perangkat Daerah

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M. Agr




